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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG

INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan:

BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Insentif Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INSENTIF
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
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Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten
guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional.

Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga
negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan
untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang
mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pertanian.
Pasal 2

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
bertujuan untuk:

a.

mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
telah ditetapkan;

meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;

meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi
Petani;

memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan

meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam
rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Pasal 3

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah
ditetapkan dalam:


http://www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.19

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau

Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Pasal 4

o0 T op

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.

BAB Il
JENIS, PERTIMBANGAN, DAN TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Jenis Insentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

Pemerintah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

a. pengembangan infrastruktur pertanian;

pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas ungguil,
kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan; dan/atau

® a0 T

f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
Pasal 6

Pemerintah Provinsi memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

a. pengembangan infrastruktur pertanian;

pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas ungguil,
kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

penyediaan sarana produksi pertanian;

® oo o

bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
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Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

a.

I

bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;

pengembangan infrastruktur pertanian;

pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas ungguil,
kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

penyediaan sarana produksi pertanian;

bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
Paragraf 2
Pengembangan Infrastruktur Pertanian
Pasal 8

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a meliputi:

a.
b.

o

pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;

pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha
tani;

perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

perbaikan kesuburan tanah; dan/atau

konservasi tanah dan air.

Pasal 9

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 huruf b meliputi:

a.
b.
C.

(1)

pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha
tani;
perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
konservasi tanah dan air.

Paragraf 3

Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Benih
dan Varietas Unggul

Pasal 10

Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf b, dan
Pasal 7 huruf c meliputi:
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a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul,
hibrida, dan lokal; dan

b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.

Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan
kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga
lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Petani
dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

Paragraf 4
Kemudahan dalam Mengakses Informasi dan Teknologi
Pasal 11

Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, Pasal 6 huruf ¢, dan Pasal 7 huruf d
berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.

Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelembagaan
penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 5
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
Pasal 12

Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi penyediaan
benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan
anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan
fasilitas produksi.

Fasilitas produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:

a. penggilingan padi dan lantai jemur; dan

b. gudang.

Sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan
rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.

Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.
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